KEPALA DESA TRENGGULI

KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA TRENGGULI

NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRENGGULI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Ur;dang—Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor. 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 42) sebagaimana telah
diubah dengan Peratuan Daerah ' Kabupaten
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023 Nomor }, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 146);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerabh Kabubnaten Karancanvar Tahun 20109 Nomor



Menetapkan

99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor
99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);

8. Peraturan Desa Trengguli Nomor 6 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Trengguli
Kecamatan Jenawi Tahun 2022 Nomor 06)

9. Peraturan Desa Trengguli Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Trengguli

Kecamatan Jenawi Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsure
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
perlu dikembalikan oleh Desa.



Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran
kurun waktu tahun 2023.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai

berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 2,321,946,044,-
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerin tahan Desa Rp. 745,673,906,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 1,270,291,000,-
c. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Rp. 70,323,000,-
d. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Rp. 3,150,000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 129,600,000,-
Jumlah Belanja Rp.  2,219.037,906 -
Surplus/ Defisit Rp. 102,908,138,-
Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 47,861,630,-
b. Pengeluaran Pembiayaan  Rp. 10,000,000,-
Selisih Pembiayaan Rp. 37,861,630,-

4. SiLPA Tahun Berjalan Rp. 140,769,768,



Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa terdiri dari:
1. Lampiranl : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran Il : Laporan Kekayaan Milik Desa;
3. Lampiran Il : Laporan Program Pemerintah  dan
Pemerintah Daerah Yang Masukke Desa

Pasal 4
Lampiran-lampiransebagaimanadimaksuddalampasal3

merupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturanDesaini.

Pasal5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

a Ditetapkan di Trengguli
Padatanggal, 13 Maret 2024




